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Abstract 
This study aims to analyze the mechanism of determining ujrah (mu’nah) in rahn 
contracts and its conformity with the principles of Sharia Economic Law at Pegadaian 
Syariah UPS Durian Payung. This field study employed a qualitative approach. Primary 
data were obtained through observation and interviews with one staff member serving 
as a Customer Relations Officer (CRO) and ten customers, while secondary data were 
drawn from literature on rahn, ujrah, mu’nah, DSN-MUI fatwas, and the Compilation 
of Sharia Economic Law. The findings show that mu’nah is determined after the 
assessment of the marhun and the determination of the financing amount, and its 
amount is disclosed to customers before the contract is concluded. Mu’nah is calculated 
for a ten-day period at a rate of 0.6%, while financing under an installment scheme is 
subject to a 1% rate. Procedurally, the practice demonstrates transparency and 
mutual consent between the parties. However, substantively, an issue remains 
regarding the basis of calculation, as the amount of mu’nah is stated to be related to 
the financing received by customers. This requires further consideration because DSN-
MUI Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 stipulates that the costs of maintaining and 
storing the marhun should not be determined based on the amount of the loan, but on 
the costs required for maintaining and storing the collateral. 
Keywords: ujrah; mu’nah; rahn; Pegadaian Syariah; Sharia Economic Law. 
 

Abstrak 
Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme penetapan ujrah (mu’nah) dalam 
akad rahn serta kesesuaiannya dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah pada 
Pegadaian Syariah UPS Durian Payung. Penelitian menggunakan metode penelitian 
lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui observasi dan 
wawancara terhadap satu staf yang menjabat sebagai Customer Relations Officer 
(CRO) dan sepuluh nasabah, sedangkan data sekunder bersumber dari literatur 
terkait rahn, ujrah, mu’nah, Fatwa DSN-MUI, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan mu’nah dilakukan setelah proses 
penaksiran marhun dan penentuan jumlah pembiayaan, kemudian besarannya 
diinformasikan kepada nasabah sebelum akad disepakati. Mu’nah ditetapkan 
berdasarkan periode sepuluh hari dengan tarif 0,6%, sedangkan pembiayaan dengan 
skema cicilan dikenakan mu’nah sebesar 1%. Secara prosedural, praktik tersebut 
menunjukkan adanya transparansi dan kerelaan para pihak. Namun, secara 
substantif terdapat persoalan pada dasar perhitungannya karena besaran mu’nah 
dinyatakan berkaitan dengan jumlah pembiayaan yang diterima nasabah. Kondisi ini 
perlu dikaji lebih lanjut karena Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 
mensyaratkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak ditentukan 
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berdasarkan jumlah pinjaman, melainkan berdasarkan biaya yang diperlukan untuk 
pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan. 
Kata kunci: ujrah; mu’nah; rahn; Pegadaian Syariah; Hukum Ekonomi Syariah. 

PENDAHULUAN 

Transaksi utang-piutang merupakan bagian dari aktivitas muamalah yang 
berkembang dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Dalam perspektif ekonomi 
syariah, transaksi tersebut tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan 
pembiayaan, tetapi juga harus memperhatikan keadilan, kejelasan hak dan 
kewajiban, serta perlindungan terhadap para pihak. Praktik utang-piutang dapat 
dilakukan melalui berbagai lembaga keuangan, baik bank maupun nonbank, 
termasuk lembaga keuangan syariah yang menyediakan pembiayaan berdasarkan 
prinsip dan akad yang sesuai dengan ketentuan syariah (Mita et al., 2022). Salah satu 
bentuk pembiayaan tersebut diwujudkan melalui akad rahn atau gadai syariah. 

Rahn merupakan akad penyerahan barang sebagai jaminan atas kewajiban 
pembayaran utang. Keberadaan barang jaminan (marhun) memberikan 
perlindungan bagi pihak pemberi pembiayaan sekaligus menjadi instrumen untuk 
menjamin pemenuhan kewajiban pihak penerima pembiayaan. Secara normatif, 
kebolehan rahn antara lain didasarkan pada QS. Al-Baqarah [2]: 283 yang mengatur 
keberadaan barang jaminan dalam transaksi utang-piutang. Ayat tersebut 
menegaskan bahwa barang jaminan dapat digunakan sebagai instrumen 
pengamanan transaksi, sementara amanah tetap menjadi prinsip yang harus dijaga 
oleh para pihak. Selain itu, QS. Al-Ma’idah [5]: 1 menegaskan kewajiban memenuhi 
akad yang telah disepakati. Dengan demikian, pelaksanaan rahn tidak hanya 
berkaitan dengan keberadaan barang jaminan, tetapi juga menuntut adanya 
kejelasan dan pemenuhan ketentuan akad oleh para pihak. 

Dalam perkembangan lembaga keuangan syariah, akad rahn kemudian 
diterapkan sebagai salah satu instrumen pembiayaan berbasis jaminan, termasuk 
pada Pegadaian Syariah. Dalam konstruksi operasionalnya, akad rahn berkaitan 
dengan jasa pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan yang diberikan oleh 
lembaga kepada nasabah. Jasa tersebut menjadi dasar pengenaan imbalan yang 
dalam praktik Pegadaian Syariah dikenal dengan istilah mu’nah. Dengan demikian, 
terdapat keterkaitan antara rahn sebagai akad penjaminan dan ijarah sebagai akad 
yang berkaitan dengan jasa pemeliharaan dan penyimpanan marhun (Shaleha & 
Ghufron, 2025). Dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah, biaya atas jasa tersebut 
perlu ditempatkan secara tepat agar tidak bergeser menjadi tambahan atas utang 
yang karakteristiknya menyerupai bunga. 

Persoalan tersebut memperoleh landasan normatif yang lebih spesifik melalui 
Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 
25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Fatwa tersebut mengatur bahwa biaya 
pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada prinsipnya menjadi kewajiban rahin, 
sedangkan besarannya tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Biaya 
tersebut harus didasarkan pada pengeluaran yang diperlukan untuk pemeliharaan 
dan penyimpanan barang jaminan (DSN-MUI, 2002; Tuseno et al., 2026). Ketentuan 
ini menjadi penting karena membedakan antara imbalan atas jasa pemeliharaan dan 
penyimpanan barang dengan tambahan yang semata-mata mengikuti besarnya 
pembiayaan. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap prinsip rahn tidak cukup dinilai 
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dari penggunaan istilah syariah atau adanya persetujuan para pihak, tetapi juga 
perlu dilihat dari dasar ekonomis dan mekanisme penetapan biaya yang diterapkan. 

Dalam praktik operasional Pegadaian Syariah, istilah yang digunakan untuk 
biaya tersebut bukan semata-mata ujrah, melainkan mu’nah. Mu’nah dipahami 
sebagai biaya yang dibebankan kepada nasabah atas jasa pemeliharaan dan 
penyimpanan barang jaminan selama masa pembiayaan. Meskipun secara 
terminologis menggunakan istilah yang berbeda, praktik mu’nah tetap berkaitan 
dengan konsep ujrah dalam akad ijarah, karena keduanya berhubungan dengan 
imbalan atas jasa yang diberikan kepada nasabah (Wahyuni, 2026). Dengan 
demikian, penggunaan nomenklatur mu’nah tidak dengan sendirinya menentukan 
kepatuhan syariah. Penilaian tetap perlu diarahkan pada objek jasa, dasar 
perhitungan, transparansi biaya, serta hubungan antara biaya yang dibebankan 
dengan jasa pemeliharaan dan penyimpanan marhun. 

Dalam konteks tersebut, Pegadaian Syariah UPS Durian Payung merupakan 
salah satu unit pelayanan yang menerapkan akad rahn dalam kegiatan 
pembiayaannya. Berdasarkan informasi awal penelitian, biaya yang dibebankan 
kepada nasabah menggunakan istilah mu’nah dan ditetapkan setelah dilakukan 
penaksiran terhadap barang jaminan. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya 
beberapa tahapan yang saling berkaitan, yaitu penaksiran marhun, penentuan 
jumlah pembiayaan, dan penetapan biaya mu’nah. Kondisi ini menarik untuk dikaji 
karena proses penetapan biaya tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, 
tetapi juga dengan persoalan bagaimana dasar perhitungan mu’nah ditempatkan 
dalam kerangka ketentuan Hukum Ekonomi Syariah. Terlebih, apabila besaran 
mu’nah memiliki hubungan dengan jumlah pembiayaan yang diterima nasabah, 
maka diperlukan analisis lebih lanjut mengenai kesesuaiannya dengan ketentuan 
Fatwa DSN-MUI tentang rahn. 

Sejumlah penelitian telah mengkaji praktik rahn pada Pegadaian Syariah 
dengan fokus yang beragam. Purbasari dan Rahayu (2022) menunjukkan bahwa 
dasar pengenaan biaya menjadi persoalan penting ketika dikaitkan dengan 
besarnya pinjaman, meskipun fokus kajiannya lebih pada penerapan akad rahn dan 
biaya administrasi. Prabowo et al. (2023) menekankan bahwa ujrah dalam 
konstruksi al-ijarah wa al-rahn harus berkaitan dengan jasa pemeliharaan dan 
penyimpanan marhun serta ditetapkan secara transparan. Sementara itu, Adhayanti 
et al. (2025) menunjukkan penerapan rahn pada Pegadaian Syariah melalui 
pengenaan mu’nah sebagai biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan. 
Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa kajian rahn telah mencakup 
aspek akad, biaya administrasi, hybrid contract, dan penerapan mu’nah, tetapi 
belum secara khusus menguji hubungan antara proses penaksiran marhun, jumlah 
pembiayaan, dan basis perhitungan mu’nah pada tingkat operasional unit Pegadaian 
Syariah. 

Celah tersebut penting dikaji karena jumlah pembiayaan yang diterima 
nasabah tidak serta-merta identik dengan biaya aktual pemeliharaan dan 
penyimpanan marhun. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menilai 
keberadaan dan persetujuan atas mu’nah, tetapi juga menganalisis dasar 
penetapannya, transparansi informasi biaya, serta kesesuaiannya dengan ketentuan 
Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Pendekatan ini 
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membedakan kepatuhan prosedural, seperti transparansi dan kerelaan nasabah, 
dari kepatuhan substantif yang berkaitan dengan basis perhitungan biaya. 

Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik penetapan mu’nah dalam akad 
rahn pada Pegadaian Syariah UPS Durian Payung serta menilai kesesuaiannya 
dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Kontribusi penelitian terletak pada 
analisis terhadap basis perhitungan mu’nah dalam kaitannya dengan mekanisme 
penaksiran marhun dan penentuan jumlah pembiayaan. Dengan demikian, mu’nah 
dipahami tidak sekadar sebagai nomenklatur biaya dalam praktik Pegadaian 
Syariah, tetapi sebagai bagian dari persoalan basis perhitungan biaya yang 
menentukan kepatuhan substantif terhadap ketentuan syariah. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian lapangan (field research) 
dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh 
pemahaman empiris mengenai praktik penetapan mu’nah dalam akad rahn serta 
menginterpretasikan praktik tersebut berdasarkan prinsip Hukum Ekonomi 
Syariah. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memahami praktik sosial 
berdasarkan data yang diperoleh secara langsung melalui interaksi dengan 
informan, observasi, wawancara, dan penelaahan dokumen (Moleong, 2018; 
Creswell & Poth, 2018). 

Penelitian dilaksanakan di Pegadaian Syariah UPS Durian Payung, Kota Bandar 
Lampung. Lokasi penelitian ditentukan secara purposive karena unit tersebut 
menyelenggarakan layanan pembiayaan dengan akad rahn dan memiliki praktik 
penetapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan (marhun) yang 
menjadi fokus penelitian. Informan penelitian terdiri atas satu orang staf Pegadaian 
Syariah yang menjabat sebagai Customer Relations Officer (CRO) dan sepuluh orang 
nasabah. Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan 
mempertimbangkan keterlibatan dan pengalaman informan secara langsung dalam 
pelaksanaan akad rahn, proses penetapan mu’nah, serta penerimaan dan 
pemahaman nasabah terhadap biaya tersebut. Dalam praktik operasional 
Pegadaian Syariah, biaya yang berkaitan dengan pemeliharaan dan penyimpanan 
barang jaminan dikenal dengan istilah mu’nah. Oleh karena itu, penelitian 
menggunakan istilah mu’nah ketika merujuk pada praktik empiris di lokasi 
penelitian, sedangkan ujrah digunakan dalam pembahasan konseptual mengenai 
imbalan atas jasa. 

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data 
primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan informan penelitian, 
khususnya mengenai mekanisme akad rahn, proses penaksiran marhun, penentuan 
jumlah pembiayaan, dasar penetapan mu’nah, penyampaian informasi biaya kepada 
nasabah, serta pemahaman dan persetujuan nasabah terhadap biaya tersebut. Data 
sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, Fatwa Dewan Syariah Nasional-
Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), 
serta dokumen lain yang relevan dengan rahn, mu’nah, ujrah, dan Hukum Ekonomi 
Syariah. Penggunaan observasi, wawancara, dan dokumen sebagai sumber data 
merupakan teknik yang lazim dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh 
informasi yang saling melengkapi (Moleong, 2018). 
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Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, 
dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati pelaksanaan akad rahn, 
sedangkan wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai mekanisme 
penetapan mu’nah, dasar perhitungannya, serta pemahaman dan persetujuan 
nasabah. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data empiris melalui 
penelaahan dokumen yang relevan. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui 
tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan 
(Miles et al., 2018). Data dikelompokkan berdasarkan tema penelitian, kemudian 
diinterpretasikan dengan merujuk pada prinsip Hukum Ekonomi Syariah, 
khususnya Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Keabsahan 
data diuji melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari staf 
dan nasabah serta mencocokkannya dengan hasil observasi dan dokumentasi. 

 
Praktik Penetapan Ujrah Dalam Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah UPS 
Durian Payung 

Akad rahn merupakan mekanisme penjaminan dalam transaksi pembiayaan 
dengan menempatkan barang (marhun) sebagai jaminan atas kewajiban nasabah 
(rahin) kepada pihak penerima jaminan (murtahin). Dalam praktik lembaga 
keuangan syariah, keberadaan barang jaminan tidak menjadikan barang tersebut 
sebagai pengganti utang, tetapi berfungsi sebagai instrumen pengamanan atas 
kewajiban nasabah. Pelaksanaan rahn juga dapat disertai pengenaan biaya atas jasa 
pemeliharaan dan penyimpanan marhun. Dalam operasional Pegadaian Syariah, 
biaya tersebut dikenal dengan istilah mu’nah. Penelitian mengenai praktik 
Pegadaian Syariah menunjukkan bahwa mu’nah diposisikan sebagai biaya yang 
berkaitan dengan pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan selama masa 
akad (Adhayanti et al., 2025; Hinaya et al., 2023). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf Pegadaian Syariah UPS Durian 
Payung yang menjabat sebagai Customer Relations Officer (CRO), biaya yang 
dikenakan kepada nasabah dalam pelaksanaan akad rahn menggunakan istilah 
mu’nah. Informan menjelaskan bahwa mu’nah merupakan biaya yang dibebankan 
kepada nasabah berkaitan dengan jasa pemeliharaan dan penyimpanan barang 
jaminan selama masa pembiayaan. Dengan demikian, dalam penelitian ini istilah 
mu’nah digunakan untuk merujuk pada terminologi operasional yang ditemukan di 
lapangan, sedangkan ujrah digunakan dalam kerangka konseptual mengenai 
imbalan atas suatu jasa. 

Pegadaian Syariah UPS Durian Payung melayani pembiayaan dengan objek 
jaminan berupa emas, barang elektronik, dan kendaraan bermotor. Barang-barang 
tersebut terlebih dahulu melalui proses penaksiran (taksir) untuk menentukan nilai 
ekonomisnya dan menjadi dasar dalam menetapkan jumlah pembiayaan yang dapat 
diberikan kepada nasabah. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa proses 
penetapan biaya tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan tahapan penilaian 
barang jaminan dan penentuan pembiayaan. Temuan ini sejalan dengan penelitian 
Hinaya et al. (2023) yang menunjukkan bahwa praktik mu’nah pada Pegadaian 
Syariah juga berkaitan dengan nilai barang jaminan dan mekanisme penentuan 
pembiayaan. 

Menurut keterangan informan, pembiayaan rahn pada UPS Durian Payung 
menggunakan mekanisme jangka waktu tertentu, dengan periode sepuluh hari 
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sebagai satuan perhitungan mu’nah. Besaran mu’nah yang diterapkan adalah 0,6% 
untuk setiap periode sepuluh hari, sedangkan pembiayaan dengan skema cicilan 
dikenakan mu’nah sebesar 1%. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa mu’nah 
dibebankan sebagai biaya yang berkaitan dengan masa berlangsungnya 
pembiayaan. Namun, keberadaan periode dan tarif tertentu belum dengan 
sendirinya menunjukkan kesesuaian substantif dengan ketentuan syariah. Penilaian 
terhadap kepatuhan tetap perlu mempertimbangkan dasar yang digunakan dalam 
menentukan besaran biaya tersebut. 

Aspek penting dalam praktik penetapan mu’nah pada lokasi penelitian terletak 
pada faktor yang menentukan besarannya. Informan menjelaskan bahwa besar-
kecilnya mu’nah berkaitan dengan jumlah pembiayaan yang diterima nasabah. 
Dengan kata lain, semakin besar jumlah pembiayaan, semakin besar pula mu’nah 
yang dikenakan, dan sebaliknya. Temuan ini merupakan aspek yang paling relevan 
untuk dianalisis secara normatif karena Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-
MUI/III/2002 tentang Rahn menetapkan bahwa biaya pemeliharaan dan 
penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. 
Ketentuan tersebut menegaskan bahwa biaya harus berkaitan dengan kebutuhan 
pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan, bukan semata-mata dengan 
besarnya utang nasabah. 

Temuan tersebut juga perlu dibedakan dari persoalan transparansi. 
Berdasarkan keterangan informan, sebelum akad dilaksanakan Pegadaian Syariah 
terlebih dahulu melakukan penaksiran terhadap barang jaminan. Hasil penaksiran 
kemudian digunakan dalam menentukan jumlah pembiayaan, dan besaran mu’nah 
disampaikan kepada nasabah sebelum akad disepakati. Dengan demikian, dari sisi 
prosedural terdapat mekanisme pemberian informasi mengenai biaya kepada 
nasabah sebelum terbentuknya kesepakatan. Praktik pemberian informasi 
mengenai akad dan biaya juga penting karena penelitian sebelumnya mengenai 
penerapan rahn di Pegadaian Syariah menekankan perlunya penjelasan yang 
memadai kepada nasabah agar tidak terjadi ketidakjelasan mengenai akad dan 
biaya yang dikenakan (Adhayanti et al., 2025). 

Dapat ditegaskan bahwa, praktik penetapan mu’nah pada Pegadaian Syariah 
UPS Durian Payung menunjukkan dua dimensi yang perlu dibedakan. Pada dimensi 
prosedural, terdapat proses penaksiran marhun, penentuan jumlah pembiayaan, 
penyampaian informasi mengenai mu’nah, dan persetujuan nasabah sebelum akad 
dilaksanakan. Namun, pada dimensi substantif, terdapat persoalan mengenai dasar 
perhitungan mu’nah karena keterangan informan menunjukkan adanya keterkaitan 
langsung antara besaran biaya dan jumlah pembiayaan. Kondisi tersebut perlu 
mendapat perhatian karena Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 
mensyaratkan agar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak ditentukan 
berdasarkan jumlah pinjaman. Oleh karena itu, temuan penelitian ini tidak serta-
merta menunjukkan bahwa seluruh praktik mu’nah di UPS Durian Payung 
bertentangan dengan prinsip syariah, tetapi menunjukkan adanya persoalan pada 
basis perhitungan biaya yang perlu diuji lebih lanjut terhadap biaya riil 
pemeliharaan dan penyimpanan marhun. Dengan pembedaan tersebut, analisis 
kepatuhan syariah tidak berhenti pada nomenklatur mu’nah, transparansi, atau 
persetujuan nasabah, tetapi juga memperhatikan substansi dan dasar ekonomis dari 
biaya yang ditetapkan. 
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Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penetapan Ujrah Dalam 
Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah UPS Durian Payung  

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, rahn merupakan akad penjaminan 
yang memberikan kemudahan kepada pihak yang membutuhkan pembiayaan 
dengan menempatkan suatu barang bernilai ekonomis sebagai jaminan atas 
kewajiban pembayaran utang. Pihak yang menyerahkan barang disebut rahin, 
sedangkan pihak yang menerima dan menahan barang jaminan disebut murtahin. 
Secara konseptual, objek rahn (marhun) berfungsi sebagai jaminan atas kewajiban, 
bukan sebagai pengganti utang atau objek perpindahan kepemilikan selama 
kewajiban tersebut belum diselesaikan (Gresiska et al., 2025; Alexander et al., 
2023). Dengan konstruksi tersebut, keberadaan rahn pada dasarnya berorientasi 
pada pemberian jaminan dalam hubungan pembiayaan sekaligus menjaga hak para 
pihak sesuai dengan prinsip syariah. 

Dalam praktik lembaga keuangan syariah, akad rahn dapat disertai dengan 
akad lain yang berkaitan dengan jasa pemeliharaan dan penyimpanan marhun. 
Pegadaian Syariah menggunakan akad rahn sebagai dasar dalam penyelenggaraan 
produk gadai syariah dengan tetap menempatkan barang jaminan sebagai milik 
rahin, sedangkan murtahin memiliki hak untuk menahan barang tersebut sampai 
kewajiban nasabah diselesaikan. Ketentuan tersebut sejalan dengan Fatwa DSN-
MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, yang antara lain menegaskan 
bahwa marhun tetap menjadi milik rahin dan marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh 
murtahin tanpa izin dari pemiliknya. 

Pengenaan biaya dalam pelaksanaan rahn berkaitan dengan adanya jasa 
pemeliharaan dan penyimpanan marhun. Dalam konstruksi akad, imbalan atas jasa 
tersebut dapat ditempatkan sebagai ujrah, sedangkan dalam praktik operasional 
Pegadaian Syariah digunakan istilah mu’nah. Dengan demikian, biaya tersebut harus 
dipahami berdasarkan jasa yang menjadi objek pengenaan biaya, bukan semata-
mata berdasarkan keberadaan utang. Pembedaan ini penting karena substansi ujrah 
terletak pada adanya manfaat atau jasa yang diberikan kepada pihak yang 
membayar, sehingga nomenklatur mu’nah tidak dengan sendirinya menentukan 
kesesuaian syariahnya. 

Berdasarkan hasil penelitian di Pegadaian Syariah UPS Durian Payung, mu’nah 
ditetapkan menggunakan satuan waktu sepuluh hari dengan tarif 0,6% untuk setiap 
periode, sedangkan pembiayaan dengan skema cicilan dikenakan mu’nah sebesar 
1%. Secara operasional, mekanisme tersebut menunjukkan bahwa biaya dikaitkan 
dengan masa berlangsungnya pembiayaan dan jasa pemeliharaan serta 
penyimpanan marhun. Namun, keberadaan tarif berdasarkan periode waktu belum 
cukup untuk menentukan kesesuaian praktik dengan prinsip syariah. Aspek yang 
lebih penting adalah dasar yang digunakan untuk menentukan besaran biaya 
tersebut. 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa besar-kecilnya mu’nah berkaitan 
dengan jumlah pembiayaan yang diterima nasabah. Semakin besar jumlah 
pembiayaan, semakin besar mu’nah yang dikenakan, demikian pula sebaliknya. 
Temuan ini menjadi penting ketika dibandingkan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 
25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Fatwa tersebut menetapkan bahwa biaya 
pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan 
jumlah pinjaman. Dengan demikian, persoalan utama dalam praktik yang 
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ditemukan bukan semata-mata mengenai adanya mu’nah, melainkan mengenai 
variabel yang digunakan sebagai dasar penetapan besarannya. 

Pada sisi lain, keterangan mengenai dasar perhitungan tersebut perlu 
ditempatkan dalam konteks mekanisme pembiayaan yang berlaku di UPS Durian 
Payung. Berdasarkan hasil wawancara, proses pembiayaan diawali dengan 
penaksiran (taksir) terhadap barang jaminan. Hasil penaksiran tersebut kemudian 
menjadi dasar dalam menentukan jumlah pembiayaan yang dapat diberikan kepada 
nasabah. Dengan demikian, jumlah pembiayaan secara struktural memiliki 
hubungan dengan nilai marhun yang telah ditaksir. Kondisi ini menunjukkan bahwa 
jumlah pembiayaan bukan angka yang sepenuhnya berdiri sendiri, melainkan 
merupakan hasil dari proses penilaian terhadap barang jaminan. 

Meskipun demikian, hubungan antara jumlah pembiayaan dan nilai taksiran 
marhun tidak dapat disamakan secara normatif. Nilai taksiran menggambarkan nilai 
ekonomis barang yang dijadikan jaminan, sedangkan jumlah pembiayaan 
merupakan kewajiban finansial yang diterima nasabah. Fatwa DSN-MUI 
menempatkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada biaya yang 
diperlukan untuk pemeliharaan dan penyimpanan barang tersebut, bukan pada 
jumlah utang. Oleh karena itu, meskipun jumlah pembiayaan dapat berkorelasi 
dengan nilai barang jaminan, penggunaan jumlah pembiayaan sebagai variabel yang 
dinyatakan secara langsung sebagai penentu mu’nah tetap menimbulkan persoalan 
normatif yang perlu diperhatikan. 

Temuan penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan antara mekanisme 
operasional dan basis normatif penetapan biaya. Secara operasional, penetapan 
pembiayaan didahului dengan penaksiran marhun, sehingga terdapat hubungan 
antara nilai barang jaminan dan jumlah pembiayaan. Namun, secara normatif, dasar 
penetapan mu’nah idealnya dikonstruksikan berdasarkan jasa pemeliharaan dan 
penyimpanan marhun, bukan berdasarkan jumlah utang yang timbul dalam akad. 
Dengan kata lain, persoalan yang ditemukan dalam penelitian ini tidak serta-merta 
membuktikan bahwa nominal mu’nah yang diterapkan tidak sesuai dengan biaya 
riil, karena penelitian belum memperoleh data mengenai struktur biaya 
pemeliharaan dan penyimpanan marhun. Persoalan yang lebih tepat diidentifikasi 
adalah bahwa basis perhitungan yang dikomunikasikan dalam praktik masih 
merujuk pada jumlah pembiayaan, sehingga memerlukan penjelasan dan 
penyesuaian agar selaras dengan konstruksi normatif rahn. 

Dari perspektif kepatuhan syariah, pembedaan tersebut menjadi penting agar 
mu’nah tidak hanya dibenarkan berdasarkan istilah atau persetujuan para pihak. 
Transparansi dan kerelaan nasabah merupakan aspek penting dalam akad, tetapi 
keduanya tidak dengan sendirinya mengubah dasar biaya yang secara normatif 
telah ditentukan. Oleh sebab itu, kesesuaian praktik mu’nah perlu dinilai melalui dua 
aspek sekaligus, yaitu aspek prosedural berupa keterbukaan informasi dan 
persetujuan para pihak serta aspek substantif berupa kesesuaian dasar perhitungan 
biaya dengan objek jasa pemeliharaan dan penyimpanan marhun. 

Berdasarkan analisis tersebut, praktik penetapan mu’nah pada Pegadaian 
Syariah UPS Durian Payung secara prosedural telah menunjukkan adanya tahapan 
penaksiran barang jaminan, penentuan pembiayaan, penyampaian informasi biaya, 
dan persetujuan nasabah sebelum akad dilaksanakan. Namun, secara substantif 
masih terdapat aspek yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya mengenai 



Muhammad Bayu Adhi Pamungkas, et al | Tinjauan Hukum Ekonomi …..|729 

keterkaitan mu’nah dengan jumlah pembiayaan. Temuan ini menunjukkan bahwa 
kepatuhan syariah dalam praktik rahn tidak cukup dinilai dari penggunaan istilah 
mu’nah, adanya akad ijarah, atau persetujuan nasabah, tetapi juga dari kesesuaian 
antara dasar pengenaan biaya dan jasa yang menjadi objek ujrah. Atas dasar itu, 
praktik di UPS Durian Payung dapat dipahami sebagai praktik yang telah memenuhi 
sejumlah aspek prosedural, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek 
substantif basis perhitungan mu’nah agar lebih jelas keterkaitannya dengan biaya 
riil pemeliharaan dan penyimpanan marhun. 

Analisis terhadap praktik tersebut selanjutnya dapat dilengkapi dengan 
perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang menjadi salah satu 
pedoman dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah di lingkungan peradilan 
agama sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 
Tahun 2008. Dalam kerangka KHES, pelaksanaan akad harus memperhatikan 
terpenuhinya prinsip-prinsip dasar transaksi syariah, termasuk adanya 
kesepakatan para pihak, kejelasan objek serta hak dan kewajiban yang 
diperjanjikan, serta terhindarnya akad dari unsur yang bertentangan dengan 
prinsip syariah. Kerangka tersebut relevan untuk menilai praktik rahn karena 
hubungan antara rahin dan murtahin tidak hanya berkaitan dengan keberadaan 
barang jaminan, tetapi juga dengan kejelasan ketentuan pembiayaan dan biaya yang 
timbul selama akad berlangsung. 

Jika dikaitkan dengan temuan penelitian, praktik di Pegadaian Syariah UPS 
Durian Payung menunjukkan adanya mekanisme pemberian informasi kepada 
nasabah sebelum akad disepakati. Proses diawali dengan penaksiran marhun, 
dilanjutkan dengan penentuan jumlah pembiayaan dan penyampaian besaran 
mu’nah kepada nasabah. Nasabah kemudian diberikan kesempatan untuk 
menyetujui ketentuan tersebut sebelum akad dilaksanakan. Dari aspek prosedural, 
mekanisme tersebut menunjukkan adanya upaya memenuhi prinsip keterbukaan 
dan kerelaan para pihak karena biaya yang menjadi kewajiban nasabah telah 
diinformasikan sebelum terbentuknya kesepakatan. Perspektif prinsip umum KHES 
menempatkan persoalan utama penelitian bukan pada ada atau tidaknya 
persetujuan nasabah, melainkan pada kesesuaian substansi biaya yang disepakati 
dengan ketentuan hukum syariah yang menjadi dasar penetapannya. 

Pada titik ini, perspektif KHES perlu dibaca secara komplementer dengan 
Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Jika KHES 
memberikan kerangka umum mengenai pelaksanaan akad dan hubungan hukum 
para pihak, Fatwa DSN-MUI memberikan ketentuan yang lebih spesifik mengenai 
pemeliharaan dan penyimpanan marhun. Berdasarkan temuan penelitian, aspek 
prosedural berupa penaksiran barang, penyampaian informasi mu’nah, dan 
persetujuan nasabah telah terlaksana. Namun, keterangan informan bahwa besaran 
mu’nah berkaitan dengan jumlah pembiayaan tetap menjadi aspek yang perlu 
dicermati karena standar khusus rahn mensyaratkan agar biaya pemeliharaan dan 
penyimpanan marhun tidak ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. 

Praktik penetapan mu’nah pada Pegadaian Syariah UPS Durian Payung dapat 
dinilai telah memenuhi sejumlah aspek prosedural dalam pelaksanaan akad, 
terutama keterbukaan informasi dan persetujuan para pihak. Penilaian substantif 
masih memerlukan perhatian pada dasar perhitungan mu’nah. Hubungan antara 
jumlah pembiayaan dan nilai taksiran marhun memang menunjukkan adanya 
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korelasi dalam mekanisme operasional, tetapi korelasi tersebut tidak serta-merta 
menghilangkan perbedaan antara jumlah utang dan biaya riil pemeliharaan serta 
penyimpanan barang jaminan. Oleh sebab itu, persoalan yang ditemukan lebih tepat 
dipahami sebagai kebutuhan untuk memperjelas dan memperkuat basis 
perhitungan mu’nah agar secara eksplisit berorientasi pada jasa pemeliharaan dan 
penyimpanan marhun, bukan semata-mata pada jumlah pembiayaan yang diterima 
nasabah. 

Berdasarkan keseluruhan analisis, kesesuaian praktik rahn pada UPS Durian 
Payung perlu dilihat melalui dua dimensi. Pertama, secara prosedural, mekanisme 
penaksiran marhun, pemberian informasi mengenai mu’nah, dan persetujuan 
nasabah menunjukkan adanya penerapan prinsip keterbukaan dan kerelaan dalam 
pelaksanaan akad. Kedua, secara substantif, masih terdapat ruang evaluasi terhadap 
dasar penetapan mu’nah karena keterangan empiris menunjukkan keterkaitannya 
dengan jumlah pembiayaan. Temuan penelitian ini tidak menunjukkan 
ketidaksesuaian secara menyeluruh, tetapi mengidentifikasi adanya aspek normatif 
yang perlu diperjelas agar praktik penetapan mu’nah lebih konsisten dengan prinsip 
Hukum Ekonomi Syariah dan ketentuan khusus Fatwa DSN-MUI mengenai rahn. 
Kesimpulan 

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penetapan mu’nah dalam akad 
rahn pada Pegadaian Syariah UPS Durian Payung dilakukan melalui tahapan 
penaksiran marhun, penentuan jumlah pembiayaan, penyampaian besaran mu’nah, 
dan persetujuan nasabah sebelum akad dilaksanakan. Mu’nah dikenakan sebagai 
biaya yang berkaitan dengan pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan 
selama masa pembiayaan. Secara prosedural, praktik tersebut telah menunjukkan 
adanya keterbukaan informasi dan persetujuan para pihak dalam pelaksanaan akad. 

Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, persoalan utama terletak 
pada dasar penetapan mu’nah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa besarannya 
dikaitkan dengan jumlah pembiayaan yang diterima nasabah. Kondisi tersebut 
perlu dicermati karena Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn 
menetapkan bahwa biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak ditentukan 
berdasarkan jumlah pinjaman, melainkan berdasarkan biaya yang diperlukan untuk 
pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan. Meskipun jumlah pembiayaan 
memiliki hubungan dengan hasil penaksiran marhun, hubungan tersebut tidak 
menghilangkan perbedaan antara jumlah utang dan biaya riil atas jasa 
pemeliharaan serta penyimpanan barang jaminan. 

Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah memperkuat pentingnya 
kejelasan akad, hak dan kewajiban para pihak, serta keterbukaan dalam 
pelaksanaan transaksi. Praktik di UPS Durian Payung telah memperlihatkan 
pemenuhan aspek prosedural tersebut, tetapi basis perhitungan mu’nah masih 
memerlukan penguatan agar secara substantif lebih jelas keterkaitannya dengan 
jasa pemeliharaan dan penyimpanan marhun. Temuan penelitian ini tidak 
menunjukkan ketidaksesuaian secara menyeluruh, melainkan mengidentifikasi 
adanya aspek pada mekanisme penetapan biaya yang perlu dievaluasi agar praktik 
mu’nah lebih konsisten dengan ketentuan rahn dan prinsip Hukum Ekonomi 
Syariah. 
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